BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.147, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Revis Anggaran.
Prosedur.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/PMK.02/2010
TENTANG
TATA CARA REVISI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menyesuaikan anggaran belanja
Pemerintah Pusat dengan perubahan keadaan, prioritas
kebutuhan, dan percepatan pencapaian  kinerja
Kementerian Negara/lLembaga, perlu dilakukan revisi
anggaran Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010, perubahan
rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2010 ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga  dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Tahun Anggaran 2010, tata cara revisi Daftar
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Mengingat

Menetapkan

Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revis
Anggaran Tahun Anggaran 2010;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5075);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/lLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran
2010;

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelashan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelashan, Pengesahan, dan Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Revisi Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran
belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Satuan Anggaran
Per Satuan Kerja (SAPSK) Tahun Anggaran 2010 dan/atau Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang
selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang beris program dan kegiatan suatu Kementerian
Negara/Lembaga dan sebagali penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah
dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Satuan Anggaran Per Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat SAPSK,
adalah aokas anggaran yang ditetapkan untuk sebuah satuan kerja
berdasarkan hasi| penelaahan RKA-KL.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA,
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara.

Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah
pelaksanaan suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapa dan/atau
sisa danadari penandatanganan kontrak suatu kegiatan.

Perubahan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pgak (PNBP) adalah
perubahan pagu sebaga akibat kelebihan realisass PNBP dari target yang
direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Luncuran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman/Hibah
Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran
yang bersumber dari PHLN atau PHDN untuk mendanai kegiatan yang
bersifat multiyears yang tidak terserap habis pada tahun anggaran
sebelumnya.
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10.

11.

12.

(1)

(2)

Biaya Opeasonal adalah anggaran yang dibutuhkan  untuk
penyelenggaraan sebuah satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang meliputi antara lain pembayaran gaji dan tunjangan yang
melekat dengan ggji, kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya
dan jasa, dan pemeliharaan kantor (Kegiatan 0001 dan Kegiatan 0002).

Target Kinerja adalah hasil yang ditetapkan/diharapkan dapat dicapa baik
kuantitas, kualitas, jenis dan satuan dari pelaksanaan sebuah program atau
kegiatan.

Sasaran Program adalah hasil (outcome) yang diharapkan dapat dicapai
dari pelaksanaan sebuah program yang mencerminkan berfungsinya
keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pel aksanaan
dari satu atau bebergpa paket pekerjaan yang tergabung dalam
subkegiatan/kegiatan yang merupakan komponen input.

Komponen Input adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendana satu
atau bebergpa paket pekerjaan dalam rangka menghasilkan sebuah
Keluaran (output) yang dirinci dalam akun-akun belanja.

BAB Il
REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Revisi Anggaran
Pasal 2
Revisi Anggaran terdiri atas:
a. Perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja; dan/atau

b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu
anggaran tetap atau berkurang.

Perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai
berikut:

a. Anggaran Belanja Tambahan (ABT);

b. kelebihan realisass PNBP dari target yang direncanakan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

c. luncuran PHLN atau PHDN termasuk Penerusan Pinjaman (Subsidiary
Loan Agreement/SLA);
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g.

h.
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. percepatan penarikan pinjaman LN/DN termasuk Penerusan Pinjaman

(Subsidiary Loan Agreement/SLA);

penerimaan Hibah LN/DN termasuk hibah yang diterushibahkan setelah
APBN Tahun Anggaran 2010 dan/atau APBN-Perubahan Tahun
Anggaran 2010 ditetapkan;

perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak
ditandatangani dan untuk pembayaran utang;

luncuran penyelenggaraan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) tahun 2009; dan/atau

perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam ha pagu
anggaran tetap atau berkurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi perubahan atau pergeseran:

a. dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), khususnya

® oo o

BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (BA K/L);

antarunit organisas dalam satu bagian anggaran;
antarkegiatan dalam satu program sebagal Hasil Optimalisas;
antarjenis belanja dalam satu kegiatan;

dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka tugas
pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu provins untuk
kegiatan dalam rangka dekonsentrasi;

antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional termasuk
pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana yang dilaksanakan
oleh unit organisas di tingkat pusat maupun oleh instans vertikalnya di
daerah; dan/atau

penyelesaian  kegiatan-kegiatan daam rangka pembangunan
infrastruktur serta rehabilitass dan rekonstruks bencana alam tahun
2000.

Pasal 3

(1) Perubahan anggaran belanja karena adanya kelebihan realisass PNBP dari
target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
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